






Dari penelitian yang telah penulis lakukan mengenai Upaya Badan Narkotika Nasional 
Dalam Menyelesaikan Kasus Kejahatan Narkotika Menurut Sistem Peradilan Pidana Di 
Indonesia dapat ditarik kesimpulan : 
1. Upaya Badan Narkotika Nasional dalam menyelesaikan perkara pidana narkotika 
menurut sistem peradilan pidana adalah melakukan upaya preventif dan represif. Upaya 
preventif meliputi sosialisasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika ke 
masyarakat luas melalui deputi bidang pencegahan dan pemberantasan. Pasal 70 
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai kewenangan dan 
tugas pokok Badan Narkotika Nasional seperti kewenangan penyelidikan dan 
penyidikan kasus kejahatan narkotika kemudian berkoordinasi dengan Kepolisian 
sehingga penyelidikan dan penyidikan dapat di serahkan ke pengadilan untuk di periksa 
atau diadakan sidang pidana mengenai perkara narkotika sesuai dengan proses sistem 
peradilan pidana di Indonesia, selain itu Badan Narkotika Nasional juga memiliki 
deputi rehabilitasi dan balai besar rehabilitasi untuk para bekas pecandu narkotika dan 
penyalahgunaan narkotika. Upaya tersebut merupakan upaya represif yakni 
pencegahan kejahatan narkotika setelah terjadinya kejahatan atau pelanggaran 
narkotika; 
2. Upaya yang dilakukan Badan Narkotika Nasional dapat berjalan dengan efektif karena 
Badan Narkotika Nasional menerapkan langkah-langkah penanggulangan secara 




rehabiition (Pengobatan dan rehabilitasi), Internasional cooperation (Kerjasama 
Internasional), Dissemination (Penyebarluasan), karena dalam langkah-langkah 
penanggulangan tersebut termasuk juga penanggulangan kejahatan narkotika yang 
disesuaikan dengan zaman yang semakin maju sehingga kejahatan narkotika yang 
berkembang pun dapat teratasi. Sesudah terbentuknya Badan Narkotika Nasional 
bahwa kejahatan narkotika semakin dapat teratasi dan berkurang. 
B. Saran  
Berdasarkan penelitian mengenai Upaya Badan Narkotika Nasional Dalam Menyelesaikan 
Kasus Kejahatan Narkotika Menurut Sistem Peradilan Pidana, penulis memberikan saran 
sebagai berikut : 
1. Bahwa koordinasi antara Kepolisian Republik Indonesia dengan Badan Narkotika 
Nasional harus diperinci dan dipertegas dengan produk hukum karena koordinasi 
tersebut dapat menimbulkan kurang efektifnya koordinasi tersebut karena adanya 
persaingan atau tumpang tindih antara kewenangan penyelidikan dan penyidikan kasus 
kejahatan narkotika oleh kedua lembaga; 
2. Rehabilitasi merupakan hak yang sangat penting bagi bekas pecandu narkotika dan 
penyalahgunaan narkotika akan tetapi badan rehabilitasi belum ada, baru kejasama 
sama dengan rumah sakit yang dicantumkan untuk melakukan rehabilitasi, saran 
penulis perlu dibentuk badan rehabilitasi khusus untuk para bekas pecandu narkotika 
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